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ABSTRAK 

Ma’arif, Syafi’i. 2026 “Analisis Yuridis Terminologi Ibu Kota 

Politik Dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 

Menurut Prinsip Kepastian Hukum.” Skripsi, Fakultas Syariah 

Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri 

(UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing: Nabella Maharani Novanta, M.H. 

Terminologi “Ibu Kota Politik” dalam Peraturan Presiden 

Nomor 79 Tahun 2025 merupakan istilah yang penggunaannya 

belum disertai kejelasan pengertian dalam sistem peraturan 

perundang-undangan Indonesia. Kondisi tersebut 

menimbulkan persoalan mengenai keselarasan terminologi 

tersebut dengan “Ibu Kota Negara” sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota 

Negara serta pemenuhan prinsip kepastian hukum. Penelitian 

ini bertujuan menganalisis keselarasan penggunaan kedua 

terminologi tersebut dan menilai pemenuhan prinsip kepastian 

hukum terhadap terminologi “Ibu Kota Politik”. Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Analisis dilakukan secara preskriptif terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

dengan menggunakan teori hierarki norma Hans Kelsen dan 

Hans Nawiasky serta teori kepastian hukum Utrecht. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan terminologi “Ibu 

Kota Politik” tidak secara langsung bertentangan dengan 

terminologi “Ibu Kota Negara”, tetapi belum memiliki 

kejelasan makna dan batas konseptual yang memadai. 

Berdasarkan teori kepastian hukum Utrecht, kondisi tersebut 

menyebabkan penggunaan terminologi “Ibu Kota Politik” 

belum memenuhi prinsip kepastian hukum secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penegasan 

pengaturan melalui perubahan atau penyempurnaan Peraturan 

Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dengan memberikan definisi 

eksplisit mengenai “Ibu Kota Politik”, menjelaskan fungsi dan 
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batas maknanya, serta menegaskan hubungannya dengan 

terminologi “Ibu Kota Negara” dalam Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2022. Penegasan tersebut diperlukan agar “Ibu Kota 

Politik” dipahami sebagai terminologi yang memiliki makna 

dan fungsi yang jelas dalam arah kebijakan pemerintah, bukan 

sebagai status hukum baru yang menggantikan kedudukan 

Nusantara sebagai Ibu Kota Negara, sehingga konsistensi 

terminologi dan kepastian hukum dapat terwujud. 

Kata Kunci: ibu kota politik, ibu kota negara, hierarki norma, 

kepastian hukum. 



 

 

ABSTRACT 

Ma’arif, Syafi’i. 2026 "Juridical Analysis of the Political 

Capital Terminology in Presidential Regulation Number 79 of 

2025 According to the Principle of Legal Certainty." Thesis, 

Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. State 

Islamic University (UIN) K.H Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. 

Supervisor: Nabella Maharani Novanta, M.H. 

The term “Political Capital” in Presidential Regulation No. 

79 of 2025 is a term whose use is not yet accompanied by a 

clear definition within the Indonesian legal system. This 

situation raises questions regarding the consistency of this 

terminology with that of the “National Capital”, as regulated 

in Law No. 3 of 2022 on the National Capital, as well as the 

fulfilment of the principle of legal certainty. This study aims to 

analyse the consistency in the use of these two terms and to 

assess the fulfilment of the principle of legal certainty with 

regard to the term “Political Capital”. The research method 

employed is a normative legal approach, utilising both a 

statutory and a conceptual approach. The analysis was 

conducted in a prescriptive manner on primary and secondary 

legal materials obtained through a literature review, using 

Hans Kelsen and Hans Nawiasky’s theory of the hierarchy of 

norms and the Utrecht theory of legal certainty. The research 

findings indicate that the use of the term “Political Capital” 

does not directly conflict with the term “National Capital”, but 

it lacks sufficient clarity of meaning and conceptual 

boundaries. Based on the Utrecht theory of legal certainty, this 

situation means that the use of the term “Political Capital” 

does not yet fully satisfy the principle of legal certainty. 

Therefore, this study recommends clarifying the regulatory 

framework through amendments or refinements to Presidential 

Regulation No. 79 of 2025 by providing an explicit definition 

of “Political Capital”, clarifying its functions and semantic 

boundaries, and affirming its relationship with the term 
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“National Capital” as set out in Law No. 3 of 2022. Such 

clarification is necessary to ensure that the “Political Capital” 

is understood as a term with a clear meaning and function 

within the government’s policy direction, rather than as a new 

legal status that supersedes Nusantara’s position as the 

National Capital, thereby ensuring terminological consistency 

and legal certainty. 

Keywords: political capital, national capital, norm hierarchy, 

legal certainty.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengalihan ibu kota negara merupakan langkah 

strategis pemerintah Indonesia untuk menjawab 

beragam permasalahan yang dihadapi Jakarta sebagai 

pusat pemerintahan saat ini. Kebijakan ini memperoleh 

dasar hukum melalui Undang-Undang (UU) Nomor 3 

Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang secara 

yuridis menetapkan Nusantara sebagai ibu kota baru 

Republik Indonesia sekaligus mengatur mekanisme 

peralihan fungsi pemerintahan pusat secara bertahap. 

Dalam berbagai kajian ilmiah, Undang-Undang Ibu 

Kota Nusantara dipahami bukan semata-mata sebagai 

regulasi pemindahan pusat administrasi, melainkan 

sebagai instrumen pembentukan arsitektur 

kelembagaan baru yang berimplikasi dalam hubungan 

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, serta pada konfigurasi sistem 

pemerintahan nasional secara keseluruhan.1  

Peralihan status ibu kota negara dalam kajian 

hukum Tatanegara merupakan tindakan konstitusional 

yang tidak sekadar bersifat administratif, karena 

membawa implikasi langsung terhadap struktur serta 

legitimasi penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan 

tersebut menuntut adanya kejelasan norma, 

harmonisasi antar-peraturan dalam sistem hierarki 

perundang-undangan, serta ketepatan penggunaan 

istilah hukum pada setiap jenjang regulasi agar tidak 

 
1 Universitas Muhammadiyah, Riau Halaman, dan Sarkowi V 

Zahry, Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara, 2023. 
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menimbulkan multitafsir.2 Sebagaimana ditegaskan 

dalam studi mengenai hierarki standar dan 

pembentukan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia, prinsip kepastian hukum dan konsistensi 

normatif ini menjadi komponen penting dari negara 

hukum (rechtstaat).3 

Gagasan terhadap pemindahan ibu kota negara 

sebenarnya sudah ada ketika masa awal pemerintahan 

Presiden Soekarno pasca kemerdekaan Indonesia. 

Gagasan tersebut pada awalnya belum menjadi agenda 

prioritas nasional. Perhatian yang lebih konkret baru 

mengemuka pada periode reformasi, hingga kemudian 

diwujudkan secara nyata pada masa pemerintahan Joko 

Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.4 

Kebijakan strategis itu ditandai dengan keputusan 

memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Ibu 

Kota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan.  

Konstitusi Indonesia tidak memuat ketentuan 

normatif yang secara eksplisit menetapkan bagaimana 

dan di mana ibu kota negara didirikan. Perpindahan ibu 

kota dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dapat dilakukan secara konstitusional karena 

tidak ada ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta 

 
2 Jimly Asshiddiqie, “Ilmu Hukum Tatanegara,” Ilmu Hukum 

Tatanegara 1 (2006): 200, www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4. 
3 Dedy Simanungkalit dan Vanny Vanny, “Misreading the Court 

Decision: Reflecting on Constitutional Interpretation In Nusantara Capital 

Law Formation,” Jurnal Ius Constituendum 10, no. 3 (2025): 432–452, 

https://doi.org/10.26623/jic.v10i3.12531. 
4 Dian Herdiana, “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya 

Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang 

Baik,” Jurnal Transformative 8, no. 1 (2022): 1–30, 

https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1. 
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amandemen-amandemennya.5 Ketiadaan pengaturan 

tersebut memberikan ruang fleksibilitas bagi 

pembentuk undang-undang untuk menetapkan maupun 

memindahkan ibu kota negara sesuai kebutuhan 

nasional. Pelaksanaan pemindahan ibu kota tetap harus 

didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan 

fundamental, terutama berkaitan dengan efektivitas 

penyelenggaraan fungsi pemerintahan.6 

Relokasi ibu kota negara didasarkan pada 

sejumlah pertimbangan strategis yang dirumuskan oleh 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.7 Pertama, 

kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi beban yang 

selama ini terpusat di Jakarta dan kawasan 

Jabodetabek. Kedua, relokasi ibu kota diarahkan guna 

mendorong pemerataan pembangunan, khususnya ke 

wilayah Indonesia bagian timur yang relatif tertinggal. 

Ketiga, langkah ini sekaligus menjadi upaya 

transformasi paradigma pembangunan dari yang 

bersifat Jawasentris menuju Indonesiasentris. 

Keempat, pembangunan ibu kota baru diharapkan 

mampu merepresentasikan identitas bangsa, 

keberagaman, serta nilai-nilai Pancasila. Kelima, 

pemindahan ibu kota bertujuan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik melalui penyelenggaraan 

pemerintahan pusat yang lebih efisien dan efektif. 

Keenam, ibu kota baru dirancang dengan konsep kota 

 
5 Muhammad Yahya, “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan 

Sejahtera,” Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat 14, no. 1 (2018): 21, 

https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779. 
6 Yahya. 
7 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama 

menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional secara terarah, 

terpadu, dan berkelanjutan. 
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Smart, Green, dan Suistainable8 guna memperkuat 

daya saing Indonesia di tingkat regional maupun 

global.9 

Kesepakatan mengenai Ibu Kota Nusantara 

telah diratifikasi secara bersama oleh pemerintah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 2022. 

Pemerintah telah menetapkan Nusantara sebagai nama 

Ibu Kota Negara yang terletak di Kalimantan Timur, 

khususnya di daerah Kabupaten Penajam Paser 

Utara.10  

Mahfud MD menegaskan bahwa wewenang 

untuk memindahkan lokasi ibu kota negara adalah hak 

prerogatif Presiden sebagai bagian dari kekuasaan 

eksekutif, tanpa keharusan melakukan perubahan 

undang-undang pada tahap awal. Kebijakan tersebut 

termasuk dalam ranah diskresi pemerintahan yang 

bersifat opsional dalam hukum Tatanegara.11 

Pemindahan secara resmi dapat dilaksanakan setelah 

semua persiapan selesai, yang kemudian diikuti 

dengan pembentukan atau penyesuaian undang-

 
8 Konsep kota cerdas (Smart), hijau (green), dan berkelanjutan 

(suistainable) merupakan pendekatan terpadu dalam pembangunan 

wilayah perkotaan yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan 

teknologi, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang. 
9 Nyimas Latifah Letty Aziz, “Relokasi Ibu Kota Negara : Lesson 

Learned Dari Negara Lain Relocation,” Jurnal Kajian Wilayah, 2019, 41, 

https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.827. 
10 otti Ilham Khair, “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan 

Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara,” Academia: 

Jurnal Inovasi Riset Akademik 2, no. 1 (2022): 1–10, 

https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037. 
11 Noval Dwinuari Antony. Mahfud Md: Menurut Hukum 

Tatanegara Pemindahan Ibu Kota Wewenang Presiden. Artikel dari 

https://news.detik.com/berita/d-4691074/mahfud-md-menurut-hukum-

tata-negara-pemindahan-ibu-kota-wewenang-presiden diakses 21 April 

2026 

https://news.detik.com/berita/d-4691074/mahfud-md-menurut-hukum-tata-negara-pemindahan-ibu-kota-wewenang-presiden
https://news.detik.com/berita/d-4691074/mahfud-md-menurut-hukum-tata-negara-pemindahan-ibu-kota-wewenang-presiden
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undang sebagai landasan hukum. Selama 

pelaksanaannya dilakukan dengan konsisten dan teliti, 

kebijakan tersebut dianggap tidak bertentangan dengan 

prosedur hukum yang ada. 

Dasar hukum terkait kebijakan tersebut telah 

ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2022 yang tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi 

formal pemindahan ibu kota, tetapi juga mengatur 

secara komprehensif aspek kelembagaan, perencanaan, 

hingga pembiayaan pembangunan ibu kota baru.12 

Undang-undang ini menetapkan Nusantara sebagai Ibu 

Kota Negara dan menetapkannya sebagai satuan 

pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi yang 

berfungsi sebagai pusat pemerintahan negara. Itu juga 

menetapkan Otorita Ibu Kota Nusantara, yang 

merupakan lembaga setingkat kementerian yang 

bertanggung jawab atas persiapan, pembangunan, dan 

pemindahan ibu kota. Selain itu, undang-undang ini 

memuat visi pembangunan Nusantara sebagai kota 

global yang berkelanjutan, penggerak ekonomi masa 

depan, dan simbol kebangsaan yang mewakili nilai-

nilai bangsa. Pengaturan lain yang diatur meliputi 

rencana induk pembangunan yang dilaksanakan secara 

bertahap, mekanisme pemindahan lembaga negara, 

hingga sumber pendanaan yang dapat berasal dari 

APBN maupun sumber sah lainnya sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. 

 
12 Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, “Problematika 

Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia,” Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-

Undangan 2, no. 1 (2022): 1–19, 

https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19. 
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Khususnya pasal 1 ayat (2) UU No.3 Tahun 

2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) 

menyatakan,”Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan 

selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah 

satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus 

setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat 

kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan 

dan diatur dengan Undang-Undang ini”.13 Pasal 

tersebut secara eksplisit menetapkan bahwa Ibu Kota 

Negara tidak lagi berstatus Jakarta, melainkan 

Nusantara sebagai entitas hukum baru, yang sekaligus 

membawa konsekuensi yuridis berupa pengalihan 

secara bertahap seluruh fungsi Ibu Kota Negara ke 

wilayah tersebut sebagai pusat pemerintahan. Dengan 

demikian, ketentuan ini juga menegaskan bahwa 

Nusantara telah ditetapkan secara sah sebagai Ibu Kota 

Negara yang baru dan memiliki legitimasi hukum 

sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan 

Indonesia.14 

Munculnya Peraturan Presiden Nomor 79 

Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2025 memuat instrumen hukum 

yang mengoperasionalkan arah kebijakan pemindahan 

Ibu Kota Negara secara lebih konkret dan terukur. 

Peraturan tersebut menegaskan bahwa “Perencanaan 

dan pembangunan kawasan serta proses pemindahan 

ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya 

 
13 Pemerintah Pusat Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 3 

Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2022). 
14 Yusqiy Ahliyan, “Political Will Sistem Otorita IKN ( OIKN ) 

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Yusqiy Ahliyan 

Pendahuluan Pemerintahan Dalam Suatu Negara . Banyak Negara Yang 

Memanfaatkan Lebih Tepatnya Di Antara Kabupaten Penajam Paser Utara 

Dan” 2, no. 2 (2022): 246–62. 
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mendukung terwujudnya Nusantara sebagai Ibu Kota 

Politik pada tahun 2028 …”.15 Ketentuan ini 

menunjukkan adanya pemunculan terminologi baru 

Ibu Kota Politik dan upaya pemerintah dalam 

menerjemahkan kebijakan yang bersifat normatif ke 

dalam tahapan implementatif, sekaligus merespons 

dinamika dan perdebatan publik, meskipun dalam 

praktiknya masih menyisakan ruang ambiguitas terkait 

pelaksanaan kebijakan tersebut.16 Berdasarkan asas lex 

superior derogat legi inferiori, norma hukum yang 

menempati jenjang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan atau menyimpang dari ketentuan yang 

berkedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan.17 

Pembentukan peraturan perundang-undangan 

pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan 

pembentukan norma hukum, tetapi juga berkaitan 

dengan kejelasan perumusan norma agar dapat 

memberikan pedoman yang pasti dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Bahasa dan 

terminologi yang digunakan dalam suatu peraturan 

perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, 

konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir. 

Ketidakjelasan penggunaan istilah hukum dapat 

memengaruhi pemaknaan suatu norma dan pada 

 
15 Pemerintah Pusat Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) 

Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2025 (Jakarta, 2025). 
16 Mahardika dan Saputra, “Problematika Yuridis Prosedural 

Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia.” 
17 Despan Heryansyah, “Absennya Partisipasi Publik Dalam 

Pembangunan Ibu Kota,” Prosiding Seminar Hukum Aktual, 2024, 118–28. 
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akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian 

hukum.18 

Dalam sistem peraturan perundang-undangan 

Indonesia, setiap jenis peraturan mempunyai 

kedudukan, fungsi, dan materi muatan yang berbeda. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

menempatkan Peraturan Presiden sebagai salah satu 

jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki 

hukum nasional. Berdasarkan Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan 

Peraturan Presiden dapat berupa materi yang 

diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk 

melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk 

melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan 

pemerintahan.19 Dengan demikian, kedudukan dan 

fungsi suatu Peraturan Presiden perlu dilihat dari dasar 

kewenangan serta materi yang menjadi dasar 

pembentukannya. 

Persoalan tersebut menjadi penting ketika 

dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 

2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2025. Dalam bagian konsiderannya, Perpres 

tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

21 ayat (2) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 

Nasional, serta memperbarui Rencana Kerja 

 
18 Bianka Ilmi et al., “Bahasa Hukum Dalam Penyusunan 

Peraturan Perundang-Undangan” 4, no. 1 (2022): 55–65. 
19 Pemerintah Pusat Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Jakarta, 2011). 
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Pemerintah Tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. 

Berdasarkan dasar pembentukannya tersebut, Perpres 

Nomor 79 Tahun 2025 pada dasarnya merupakan 

instrumen perencanaan dan penganggaran 

pembangunan nasional, bukan secara khusus dibentuk 

sebagai peraturan yang mengubah atau menetapkan 

kembali status Ibu Kota Negara. Di sisi lain, Perpres 

Nomor 79 Tahun 2025 memuat ketentuan mengenai 

pembangunan dan pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. 

Dalam Lampiran Perpres tersebut dinyatakan bahwa 

perencanaan dan pembangunan kawasan serta 

pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan 

sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota 

Nusantara menjadi “Ibu Kota Politik” pada tahun 2028. 

Perpres tersebut juga menetapkan sejumlah indikator 

pembangunan yang berkaitan dengan pencapaian 

target tersebut, antara lain pembangunan Kawasan Inti 

Pusat Pemerintahan, pembangunan perkantoran, 

hunian, sarana dan prasarana dasar, serta aksesibilitas 

dan konektivitas kawasan. 

Penggunaan terminologi “Ibu Kota Politik” 

tersebut menimbulkan persoalan yuridis apabila 

dibandingkan dengan konstruksi normatif dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu 

Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2022 menggunakan 

terminologi “Ibu Kota Negara” dan mengatur bahwa 

Ibu Kota Nusantara memiliki fungsi sebagai Ibu Kota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi 

tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 
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pusat.20 Sementara itu, terminologi “Ibu Kota Politik” 

tidak dirumuskan sebagai nomenklatur tersendiri 

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Hal 

tersebut menunjukkan adanya perbedaan terminologi 

antara norma yang terdapat dalam Undang-Undang 

dengan terminologi yang digunakan dalam Perpres 

Nomor 79 Tahun 2025. 

Perbedaan tersebut tidak semata-mata dapat 

dipandang sebagai persoalan penggunaan bahasa. 

Terminologi hukum memiliki fungsi untuk 

memberikan batasan terhadap konsep dan objek yang 

diatur oleh suatu norma. Penelitian mengenai bahasa 

hukum dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan menunjukkan bahwa konsistensi terminologi 

merupakan salah satu unsur penting dalam 

mewujudkan kejelasan rumusan dan kepastian norma. 

Penggunaan istilah yang tidak konsisten dapat 

membuka ruang multitafsir dan berpotensi 

menghambat pelaksanaan suatu peraturan. Penelitian 

lain mengenai pergeseran nomenklatur “masyarakat 

hukum adat” menjadi “masyarakat adat” juga 

menunjukkan bahwa perubahan istilah dalam 

peraturan perundang-undangan dapat memiliki 

implikasi normatif ketika istilah tersebut memiliki 

hubungan dengan norma yang lebih tinggi.21 

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan istilah 

“Ibu Kota Politik” dalam Perpres Nomor 79 Tahun 

 
20 Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 

Tentang Ibu Kota Negara” (2022). 
21 Zulherman Idris and Miftahur Rachman, “Antara 

Rechtsgemeenschap Dan Indigenous Peoples : Implikasi Normatif 

Pergeseran Nomenklatur Masyarakat Hukum Adat Menjadi Masyarakat 

Adat Dalam Pembentukan Undang-Undang,” 2026, 364–77. 
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2025 perlu ditempatkan terlebih dahulu dalam konteks 

kedudukan dan fungsi Peraturan Presiden dalam sistem 

peraturan perundang-undangan. Apabila Perpres 

tersebut dipahami sebagai instrumen pelaksanaan atau 

penjabaran kebijakan yang berkaitan dengan Ibu Kota 

Nusantara, maka perlu dilihat apakah penggunaan 

terminologi “Ibu Kota Politik” benar-benar merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari konsep “Ibu Kota Negara” 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2022, atau justru membentuk pemaknaan baru 

yang belum memiliki dasar terminologis yang jelas 

dalam Undang-Undang. Persoalan tersebut menjadi 

penting karena peraturan yang lebih rendah pada 

prinsipnya tidak dapat menyimpangi atau membentuk 

norma yang bertentangan dengan peraturan yang lebih 

tinggi. 

Persoalan tersebut semakin relevan karena 

istilah “Ibu Kota Politik” digunakan dalam konteks 

pencapaian target tahun 2028. Pemerintah menjelaskan 

bahwa istilah tersebut dimaksudkan untuk 

menggambarkan berfungsinya Nusantara sebagai pusat 

pemerintahan dengan dukungan penyelenggaraan 

fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, 

penjelasan kebijakan tersebut perlu dibedakan dari 

persoalan kedudukan istilah tersebut sebagai 

terminologi hukum dalam peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian, perlu dikaji apakah “Ibu 

Kota Politik” merupakan istilah yang bersifat 

operasional untuk menjelaskan fungsi Ibu Kota 

Negara, atau merupakan konsep hukum baru yang 

membutuhkan dasar dan pengaturan tersendiri. 

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan 

mengenai keselarasan norma secara vertikal antara 
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Perpres Nomor 79 Tahun 2025 dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2022. Di satu sisi, Perpres 

memiliki fungsi sebagai instrumen pengaturan dan 

pelaksanaan kebijakan pemerintahan, sedangkan di sisi 

lain terminologi “Ibu Kota Politik” yang digunakan 

dalam Perpres tidak secara eksplisit ditemukan dalam 

Undang-Undang yang mengatur Ibu Kota Negara. 

Apabila hubungan antara kedua terminologi tersebut 

tidak dirumuskan secara jelas, dapat muncul 

ambiguitas mengenai apakah “Ibu Kota Politik” 

merupakan bentuk lain dari “Ibu Kota Negara”, 

penjabaran fungsi Ibu Kota Negara, atau konsep yang 

memiliki kedudukan berbeda. Keadaan tersebut 

penting dianalisis karena kejelasan dan konsistensi 

norma merupakan bagian dari upaya mewujudkan 

kepastian hukum. 

Kepastian hukum dalam penelitian ini 

digunakan untuk menilai apakah penggunaan 

terminologi “Ibu Kota Politik” mampu memberikan 

aturan yang jelas dan dapat menjadi pedoman dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Utrecht menjelaskan 

kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu adanya 

aturan yang bersifat umum sehingga individu 

mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh 

dilakukan, serta adanya perlindungan hukum bagi 

individu dari tindakan kesewenang-wenangan 

pemerintah.¹⁰ Oleh karena itu, persoalan terminologi 

dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tidak hanya 

dilihat dari ada atau tidaknya perbedaan istilah, tetapi 

juga dari kemampuan norma tersebut memberikan 

kejelasan mengenai kedudukan dan fungsi Ibu Kota 

Nusantara. 
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Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini 

penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan dan 

fungsi Perpres Nomor 79 Tahun 2025 dalam 

hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2022, khususnya mengenai penggunaan terminologi 

“Ibu Kota Politik”. Analisis tersebut diarahkan untuk 

mengetahui apakah terminologi “Ibu Kota Politik” 

dapat dipahami sebagai penjabaran dari terminologi 

“Ibu Kota Negara” atau justru menimbulkan persoalan 

keselarasan norma dan ketidakjelasan hukum. 

Penelitian ini dibatasi pada analisis terminologi “Ibu 

Kota Politik” dalam Peraturan Presiden Nomor 79 

Tahun 2025 dan keselarasan penggunaannya dengan 

terminologi “Ibu Kota Negara” dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2022. Penelitian ini tidak membahas 

aspek teknis pembangunan, kesiapan infrastruktur, 

maupun pelaksanaan pemindahan ibu kota secara 

substantif. Selanjutnya, persoalan tersebut dianalisis 

berdasarkan teori kepastian hukum guna mengetahui 

apakah penggunaan terminologi tersebut telah 

memenuhi tuntutan kejelasan dan kepastian dalam 

pembentukan serta pelaksanaan peraturan perundang-

undangan. Dari latar belakang tersebut maka penulis 

memilih penelitian dengan judul ANALISIS 

YURIDIS TERMINOLOGI IBU KOTA POLITIK 

DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 

TAHUN 2025 MENURUT PRINSIP KEPASTIAN 

HUKUM. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana harmonisasi pengaturan terminologi 

“Ibu Kota Politik” dalam Peraturan Presiden 

Nomor 79 Tahun 2025 dengan terminologi “Ibu 

Kota Negara” dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan 

prinsip hierarki dan sinkronisasi peraturan 

perundang-undangan? 

2. Bagaimana implikasi penggunaan terminologi “Ibu 

Kota Politik” dalam Peraturan Presiden Nomor 79 

Tahun 2025 terhadap prinsip kepastian hukum 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

penentuan kedudukan ibu kota negara? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis harmonisasi pengaturan terminologi 

“Ibu Kota Politik” dalam Peraturan Presiden 

Nomor 79 Tahun 2025 dengan terminologi “Ibu 

Kota Negara” dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan 

prinsip hierarki dan sinkronisasi peraturan 

perundang-undangan. 

2. Untuk menganalisis implikasi penggunaan 

terminologi “Ibu Kota Politik” dalam Peraturan 

Presiden Nomor 79 Tahun 2025 terhadap prinsip 

kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan penentuan kedudukan ibu kota 

negara. 
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D. Manfaat Penelitian 

Kajian ilmiah yang digunakan penulis 

memberikan sejumlah manfaat, baik dalam aspek 

praktis maupun teoritis 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum 

Tatanegara dan ilmu perundang-undangan, melalui 

kajian mengenai keselarasan terminologi guna 

menilai prinsip kepastian hukum dalam peraturan 

perundang-undangan berdasarkan teori hierarki 

norma dan teori kepastian hukum Utrecht. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khazanah akademik terkait penerapan asas 

kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi 

muatan peraturan perundang-undangan dalam 

pembentukan norma hukum di Indonesia. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangan 

sekaligus referensi konseptual bagi 

lembaga pemerintah dalam merumuskan 

dan menetapkan kebijakan secara lebih 

tepat, terukur, dan selaras dengan hukum 

yang berlaku sehingga dapat mendukung 

terciptanya tata kelola pemerintahan yang 

tertib secara hukum, transparan, dan 

akuntabel, serta memastikan bahwa seluruh 

kebijakan strategis nasional, termasuk 

pemindahan IKN, dilaksanakan sesuai 

dengan asas konstitusional, kepastian 
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hukum, dan prinsip keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

b. Bagi Mahasiswa 

Studi ini memberi mahasiswa 

pemahaman tentang bagaimana 

terminologi Ibu Kota Negara, konsep Ibu 

Kota Politik dan teori hierarki norma 

diterapkan pada kebijakan pemerintah yang 

sebenarnya. Dengan kata lain, mahasiswa 

tidak hanya mempelajari teori di kelas 

tetapi juga melihat bagaimana teori tersebut 

diterapkan pada masalah strategis nasional. 

E. Kerangka Teoritik 

1.  Teori Hierarki Norma 

Seorang ahli hukum asal Austria bernama 

Hans Kelsen memperkenalkan suatu gagasan 

penting dalam teori hukum modern yang dikenal 

sebagai Teori Hierarki Norma atau Stufenbau 

Theory. Teori ini menjadi landasan utama bagi 

pemahaman tentang sistem hukum positif 

kontemporer. Kelsen berpendapat bahwa hukum 

adalah suatu sistem berjenjang yang saling 

berhubungan di mana setiap undang-undang 

mendapat legitimasi dari undang-undang yang 

lebih tinggi di atasnya.22  

Kelsen menerangkan sistem hukum sebagai 

piramida norma (normative pyramid), dengan 

puncak hierarki berupa Grundnorm atau norma 

dasar tertinggi yang menjadi sumber keabsahan 

bagi seluruh peraturan di bawahnya. 

 
22 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang Undangan 1: 

Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan, Edisi Revi (Yogyakarta: PT Kanisius, 

2020)  
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Konsekuensinya, setiap ketentuan pada tingkat 

yang lebih rendah wajib memiliki landasan 

normatif yang jelas serta tidak boleh bertentangan 

dengan aturan yang kedudukannya lebih tinggi 

dalam struktur peraturan perundang-undangan. Ini 

adalah dasar hierarki hukum di banyak negara 

termasuk Indonesia, untuk memastikan adanya 

konsistensi, kesatuan, dan supremasi hukum dalam 

sistem kenegaraan.23 

Teori jenjang norma (die Lehre vom 

Stufenbau der Rechtsordnung) yang dikembangkan 

oleh Hans Nawiaski merupakan derivasi dari 

pemikiran Hans Kelsen mengenai susunan hukum 

berjenjang dari norma abstrak menuju norma yang 

lebih konkret. Nawiaski menyempurnakan gagasan 

tersebut dengan membagi tata urutan norma negara 

ke dalam empat tingkatan utama: 

Staatsfundamentalnorm (norma fundamental 

negara), Staatsgrundgesetz (aturan dasar negara), 

Formell Gesetz (undang-undang formal), serta 

Verordnung dan Autonome Satzung (peraturan 

pelaksana dan otonom). Dalam pandangannya, 

istilah basic norm atau Grundnorm milik Kelsen 

lebih tepat dinamai Staatsfundamentalnorm. 

Kedudukan norma fundamental ini mendahului 

dan menjadi syarat mendasar bagi keberlakuan 

 
23 Muhammad Suhenriko, “Implementasi Teori Hierarki Hans 

Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia” 1, no. 2 (2023): 64–

71. 
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konstitusi (Staatsgrundgesetz) dalam suatu 

negara.24 

Penerapan teori ini untuk menilai apakah 

penggunaan terminologi “Ibu Kota Politik” dalam 

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 selaras 

dengan terminologi  “Ibu Kota Negara” dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dalam 

perspektif hierarki norma, peraturan presiden 

berperan sebagai pelaksana dari undang-undang 

dan tidak boleh menciptakan norma baru yang 

bertentangan atau menyimpang dari ketentuan 

yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Oleh 

karena itu, apabila terminologi “Ibu Kota Politik” 

menimbulkan makna baru yang berbeda dari 

konsep “Ibu Kota Negara”, maka hal ini berpotensi 

menyebabkan konflik norma yang dapat 

mengganggu kepastian hukum dan pelanggaran 

asas lex superior derogat legi inferiori.25 

Sebaliknya, apabila dimaknai sebagai bentuk 

penjabaran atau tahapan implementasi, maka 

keberadaannya masih dapat dinilai konsisten dalam 

kerangka sistem hukum.  

2.  Teori Kepastian Hukum 

Utrecht menempatkan kepastian hukum 

sebagai salah satu tujuan utama dalam hukum 

untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 
24 Wahyu Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan 

Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky,” 

Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan 2, No. 1 (2024): 8–20. 
25 Asas ini menyatakan bahwa peraturan hukum dengan 

kedudukan lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah 

dalam hierarki perundang-undangan. 
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Kepastian hukum menurutnya memiliki dua 

makna. Pertama, terdapat peraturan yang berlaku 

secara umum sehingga setiap individu mengetahui 

apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. 

Kedua, setiap individu dijamin oleh hukum bahwa 

mereka tidak akan diperlakukan secara sewenang-

wenang oleh pejabat negara, karena semua 

tindakan yang diambil harus berdasarkan 

perundang-undangan yang berlaku. Kepastian 

hukum tidak hanya memerlukan adanya peraturan, 

tetapi juga menuntut agar setiap peraturan dapat 

memberikan pedoman hukum yang jelas dan 

menjadi landasan bagi tindakan pemerintah.26 

Konsep kepastian hukum yang 

dikemukakan oleh Utrecht berakar pada pemikiran 

positivisme hukum, yang memandang hukum 

sebagai sistem norma yang mengikat karena 

ditetapkan oleh lembaga yang berwenang 

berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Dalam 

perspektif ini, hukum harus dirumuskan dengan 

jelas, sistematis, dan konsisten agar dapat 

memberikan pedoman yang pasti bagi setiap subjek 

hukum. Kejelasan suatu norma menjadi aspek 

penting dalam mewujudkan kepastian hukum, 

karena norma yang tidak dirumuskan secara tegas 

dapat menimbulkan berbagai penafsiran, 

mengurangi efektivitas penerapan hukum, serta 

menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan 

kewenangan pemerintahan. 

 
26 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 1999). 
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Analisis dilakukan berdasarkan dua 

indikator yang dikemukakan Utrecht, yaitu adanya 

peraturan yang memberikan pedoman yang jelas 

mengenai tindakan yang dapat dan tidak dapat 

dilakukan serta adanya jaminan hukum terhadap 

tindakan penyelenggara negara yang harus 

berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam penelitian ini, indikator jaminan 

terhadap kesewenang-wenangan pemerintah 

diterapkan untuk mengevaluasi apakah 

penggunaan dan pelaksanaan istilah "Ibu Kota 

Politik" memiliki fondasi kewenangan yang kuat 

serta batasan hukum yang tegas bagi pemerintah. 

Evaluasi dilakukan dengan mengkaji dasar 

pembentukan dan kewenangan pemerintah dalam 

menggunakan istilah tersebut, korelasi 

kewenangan antara Perpres Nomor 79 Tahun 2025 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, 

serta keberadaan atau ketiadaan pembatasan 

normatif dalam menetapkan dan melaksanakan 

target "Ibu Kota Politik" pada tahun 2028. 

Indikator ini tidak bertujuan untuk menyimpulkan 

bahwa pemerintah telah melakukan tindakan 

kesewenang-wenangan, melainkan untuk 

memverifikasi apakah struktur norma yang berlaku 

telah menyediakan jaminan dan pembatasan 

hukum sehingga pemerintah tidak memiliki 

keleluasaan yang berlebihan dalam menentukan 

makna atau pelaksanaan "Ibu Kota Politik" semata-

mata atas dasar kehendaknya. Oleh karena itu, 

fokus utama indikator ini adalah dasar kewenangan 

dan pembatasan tindakan pemerintah dalam 

melaksanakan istilah tersebut.  
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Dalam penelitian ini, indikator jaminan 

terhadap kesewenang-wenangan pemerintah 

diterapkan untuk mengevaluasi apakah 

penggunaan dan pelaksanaan istilah "Ibu Kota 

Politik" memiliki fondasi kewenangan yang kuat 

serta batasan hukum yang tegas bagi pemerintah. 

Evaluasi dilakukan dengan mengkaji dasar 

pembentukan dan kewenangan pemerintah dalam 

menggunakan istilah tersebut, korelasi 

kewenangan antara Perpres Nomor 79 Tahun 2025 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, 

serta keberadaan atau ketiadaan pembatasan 

normatif dalam menetapkan dan melaksanakan 

target "Ibu Kota Politik" pada tahun 2028. 

Indikator ini tidak bertujuan untuk menyimpulkan 

bahwa pemerintah telah melakukan tindakan 

kesewenang-wenangan, melainkan untuk 

memverifikasi apakah struktur norma yang berlaku 

telah menyediakan jaminan dan pembatasan 

hukum sehingga pemerintah tidak memiliki 

keleluasaan yang berlebihan dalam menentukan 

makna atau pelaksanaan "Ibu Kota Politik" semata-

mata atas dasar kehendaknya. Oleh karena itu, 

fokus utama indikator ini adalah dasar kewenangan 

dan pembatasan tindakan pemerintah dalam 

melaksanakan istilah tersebut. Kedua indikator 

tersebut menjadi dasar dalam menilai penggunaan 

terminologi "Ibu Kota Politik" dari aspek kejelasan 

pengaturannya dan kesesuaiannya dengan sistem 

peraturan perundang-undangan, sehingga dapat 

diketahui tingkat pemenuhan prinsip kepastian 

hukum dalam implementasi kebijakan pemindahan 

Ibu Kota Nusantara. 
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F. Penelitian Relevan 

Penelitian terdahulu memiliki peran penting 

dalam penyusunan karya ilmiah karena dapat dijadikan 

sebagai rujukan, pembanding, serta landasan dalam 

mengembangkan penelitian yang dilakukan. Beberapa 

studi sebelumnya yang telah dikaji oleh peneliti antara 

lain sebagai berikut. 

Tabel 1. 1 Komparasi Penelitian Terdahulu 

N

o. 

Judul Hasil 

Penelitian 

Persamaan Dan 

Perbedaan 

1. Bahasa Hukum 

dalam 

Penyusunan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan.27 

Penelitian 

terdahulu ini 

membahas 

penggunaan 

bahasa hukum 

dalam 

peraturan 

perundang-

undangan, 

terutama 

terkait 

kejelasan 

rumusan, 

konsistensi 

terminologi, 

dan kepastian 

hukum, 

dengan 

menggunakan 

metode yuridis 

Persamaan: 

penelitian 

terdahulu ini dan 

penelitian yang 

penulis teliti sama-

sama melihat 

kejelasan dan 

konsistensi istilah 

sebagai hal yang 

berkaitan dengan 

kepastian hukum. 

Perbedaan: 

Penelitian 

terdahulu ini 

berfokus pada 

pembakuan bahasa 

hukum dan teknik 

legal drafting, 

sedangkan 

penelitian yang 

 
27 Ilmi et al., “Bahasa Hukum Dalam Penyusunan Peraturan 

Perundang-Undangan.” 
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normatif 

melalui 

pendekatan 

perundang-

undangan dan 

linguistik 

hukum. 

peneliti tulis 

berfokus pada 

keselarasan 

terminologi “Ibu 

Kota Politik” 

dengan “Ibu Kota 

Negara” dalam UU 

Nomor 3 Tahun 

2022 serta 

kepastian 

hukumnya. 

2. Interpretasi 

Frasa Adil Dan 

Layak Dalam 

Hubungan 

Kerja Dalam 

Pasal 28d Ayat 

(2) Undang-

Undang Dasar 

Negara 

Republik 

Indonesia 

Tahun 194528 

Penelitian 

terdahulu ini 

menganalisis 

pemaknaan 

terhadap frasa 

"adil dan layak 

dalam 

hubungan 

kerja" 

berdasarkan 

risalah sidang 

Perubahan 

Kedua UUD 

1945 dan 

berbagai 

putusan 

Mahkamah 

Konstitusi, 

Persamaan: 

Penelitian 

terdahulu ini dan 

penelitian yang 

penulis teliti yaitu 

kajian terhadap 

kejelasan makna 

suatu istilah 

hukum sebagai 

bagian dari 

persoalan 

kepastian hukum. 

Perbedaan: 

Penelitian 

terdahulu ini 

objeknya frasa 

konstitusional 

dalam UUD 1945 

 
28 Panji Mulkillah Ahmad and Andy Omara, “Interpretasi Frasa 

Adil Dan Layak Dalam Hubungan Kerja Dalam Pasal 28d Ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Mimbar 

Hukum Universitas Gajah Mada, no. 2 (1998): 192–214. 
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sekaligus 

mengidentifik

asi 

konsekuensi 

yang timbul 

dari 

ketidakpastian 

interpretasi 

atas ungkapan 

tersebut. 

Metodologi 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

hukum 

normatif 

dengan 

memanfaatkan 

pendekatan 

historis, 

kasuistis, dan 

konseptual. 

Menggunakan 

teori 

interpretasi 

hukum dari 

John Rawls, 

dikatakan 

bahwa 

ketimpangan 

dan penafsirannya 

oleh Mahkamah 

Konstitusi, 

sedangkan 

penelitian yang 

peneliti tulis 

menganalisis 

keselarasan 

terminologi dan 

kepastian hukum 

atas penggunaan 

istilah tersebut. 
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sosial dan 

ekonomi harus 

diatur 

sedemikian 

rupa sehingga 

dapat 

memberikan 

keuntungan 

pada semua 

orang. 

3. Antara 

Rechtsgemeens

chap dan 

Indigenous 

Peoples: 

Implikasi 

Normatif 

Pergeseran 

Nomenklatur 

Masyarakat 

Hukum Adat 

Menjadi 

Masyarakat 

Adat dalam 

Pembentukan 

Undang-

Undang29 

Penelitian 

terdahulu ini 

menganalisis 

implikasi 

normatif 

perubahan 

nomenklatur 

“masyarakat 

hukum adat” 

menjadi 

“masyarakat 

adat”, 

khususnya 

terhadap 

konsistensi 

terminologi, 

tautan 

konstitusional 

dengan Pasal 

Persamaan: 

Penelitian 

terdahulu ini dan 

penelitian yang 

penulis teliti sama-

sama mengkaji 

terminologi/nomen

klatur hukum 

dalam peraturan 

perundang-

undangan sebagai 

persoalan yang 

memiliki 

konsekuensi 

hukum, bukan 

sekadar persoalan 

bahasa. 

Perbedaan: 

Penelitian 

 
29 Idris and Rachman, “Antara Rechtsgemeenschap Dan 

Indigenous Peoples : Implikasi Normatif Pergeseran Nomenklatur 

Masyarakat Hukum Adat Menjadi Masyarakat Adat Dalam Pembentukan 

Undang-Undang.” 
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18B ayat (2) 

UUD NRI 

1945, serta 

kepastian 

hukum dalam 

pengakuan 

dan 

perlindungan 

hak 

masyarakat 

adat. Dengan 

menggunakan 

konsep 

konsistensi 

norma, 

kepastian 

hukum, dan 

konsistensi 

vertikal antara 

peraturan 

perundang-

undangan 

dengan 

konstitusi, 

dengan 

didukung 

konsep 

rechtsgemeens

chap dan 

indigenous 

peoples untuk 

membedakan 

terdahulu ini 

berfokus pada 

perubahan istilah 

“masyarakat 

hukum adat” 

menjadi 

“masyarakat adat” 

serta hubungannya 

dengan Pasal 18B 

ayat (2) UUD NRI 

1945, sedangkan 

penelitian yang 

penulis teliti 

berfokus pada 

terminologi “Ibu 

Kota Politik” 

dalam Perpres 

Nomor 79 Tahun 

2025 dan 

keselarasan dengan 

“Ibu Kota Negara” 

dalam UU Nomor 

3 Tahun 2022 
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konstruksi 

kedua istilah 

tersebut. 

4. Analisis 

Kedudukan 

Dan 

Konsistensi 

Peraturan 

Presiden 

Nomor 79 

Tahun 2025 

Terkait Dengan 

Kebijakan Ibu 

Kota 

Nusantara30 

Penelitian 

terdahulu ini 

menyimpulkan 

bahwa 

Peraturan 

Presiden 

Nomor 79 

Tahun 2025 

secara formal 

memiliki 

kedudukan 

yang sah 

dalam hierarki 

peraturan 

perundang-

undangan, 

namun secara 

substansial 

terdapat 

potensi 

perluasan 

norma yang 

menimbulkan 

tantangan 

terhadap 

konsistensi 

Persamaan: 

penelitian 

terdahulu ini dan 

penelitian yang 

penulis teliti sama-

sama merupakan 

penelitian hukum 

normatif yang 

mengkaji 

Peraturan Presiden 

Nomor 79 Tahun 

2025 dalam 

kaitannya dengan 

Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 

2022, 

menggunakan 

pendekatan 

peraturan 

perundang-

undangan, serta 

membahas aspek 

keselarasan norma 

dan kepastian 

hukum. 

Perbedaan: 

 
30 Siti Chadijah et al., “Analisis Kedudukan Dan Konsistensi 

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Terkait Dengan Kebijakan Ibu 

Kota Nusantara” 4, no. April (2026): 18–34, 

https://doi.org/10.33478/jlas.v4i1.48. 
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regulasi serta 

implikasi 

hukum dan 

kelembagaan 

sehingga 

diperlukan 

harmonisasi 

regulasi untuk 

menjamin 

kepastian 

hukum. 

penelitian yang 

penulis teliti 

berfokus pada 

kedudukan 

Peraturan 

Presiden, 

konsistensi 

regulasi, serta 

implikasi hukum 

dan kelembagaan 

kebijakan Ibu Kota 

Nusantara 

5.  Kekaburan 

Norma Frasa 

"dalam Waktu 

yang 

ditentukan" 

pada Pasal 328 

Ayat (13) 

Undang-

Undang 

Nomor 20 

Tahun 2025 

dan Dampak 

nya terhadap 

Kepastian 

Hukum Bagi 

Tersangka.31 

Penelitian ini 

bertujuan 

menganalisis 

implikasi 

yuridis 

perumusan 

frasa “dalam 

waktu yang 

ditentukan” 

pada Pasal 328 

ayat (13) 

Undang-

Undang 

Nomor 20 

Tahun 2025 

terhadap asas 

Persamaan: 

Sama-sama 

menganalisis 

perbedaan atau 

ketidakkonsistenan 

terminologi dalam 

peraturan 

perundang-

undangan dan 

menghubungkanny

a dengan kepastian 

hukum. 

Perbedaan: 

Penelitian 

terdahulu ini 

berfokus pada 

 
31 Benny Lesmana and Evi Retno Wulan, “Kekaburan Norma 

Frasa ‘Dalam Waktu Yang Ditentukan’ Pada Pasal 328 Ayat (13) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2025 Dan Dampak Nya Terhadap Kepastian 

Hukum Bagi Tersangka,” Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & 
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kepastian 

hukum (legal 

certainty) bagi 

tersangka. 

Perumusan 

frasa yang 

tidak jelas 

tersebut 

menimbulkan 

kekaburan 

norma (vague 

norm) pada 

tata hukum 

acara pidana 

Indonesia 

karena tidak 

menetapkan 

batas waktu 

maksimal 

(rigid upper 

limit) serta 

indikator 

kualitatif 

dalam 

menentukan 

durasi 

penundaan 

penuntutan. 

teori yang 

digunakan 

perbedaan 

terminologi 

“tenaga kesehatan” 

dalam beberapa 

undang-undang 

dan akibatnya 

terhadap 

klasifikasi tenaga 

kesehatan, 

sedangkan 

penelitian yang 

penulis teliti 

berfokus pada 

keselarasan 

terminologi “Ibu 

Kota Politik” 

dalam Perpres 

Nomor 79 Tahun 

2025 dengan “Ibu 

Kota Negara” 

dalam UU Nomor 

3 Tahun 2022, 

dengan 

menggunakan teori 

hierarki norma dan 

teori kepastian 

hukum Utrecht. 

 
Humaniora 4, no. 5 (2026): 1528–37, 

https://doi.org/10.61104/jq.v4i5.12492. 
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pada 

penelitian 

terdahulu ini 

Teori Gustav 

Radbruch 

menempatkan 

hukum pada 

keseimbangan 

tiga cita 

hukum (idee 

des rechts), 

yaitu keadilan 

(Gerechtigkeit

), kemanfaatan 

(Zweckmässig

keit), dan 

kepastian 

hukum 

(Rechtssicherh

eit). 

 

 Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis 

yang terfokus pada keselarasan terminologi  “Ibu Kota 

Politik” dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 

2025 terhadap terminologi “Ibu Kota Negara” dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, serta pada 

pengkajian kepastian hukum dari penggunaan 

terminologi tersebut dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan. Berbeda dengan penelitian 

terdahulu yang cenderung menitikberatkan pada aspek 

kebijakan, lingkungan, atau desentralisasi, penelitian 

ini secara khusus menempatkan isu terminologi 
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sebagai objek analisis utama, sehingga menghasilkan 

kajian yang lebih mendalam.  

G. Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian 

yuridis normatif, yakni metode yang memposisikan 

hukum sebagai sistem norma dengan titik berat 

analisis pada asas-asas hukum, kaidah, teori, 

landasan filosofis, serta berbagai ketentuan yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku saat ini dan memiliki keterkaitan 

dengan objek kajian.32 Metode ini digunakan untuk 

menganalisis dan menemukan jawaban atas 

permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan 

dengan kekosongan hukum, konflik norma, dan 

ketidakjelasan norma. Penelitian hukum normatif 

termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, 

yang dilaksanakan melalui penelusuran dan 

pengkajian berbagai sumber hukum, baik yang 

bersifat primer, sekunder, maupun tersier, sebagai 

landasan dalam membangun argumentasi hukum., 

sehingga berbeda dengan penelitian hukum 

normatif yang menitikberatkan pada pengumpulan 

data.33 

Pendekatan yuridis normatif digunakan 

untuk menemukan dan menganalisis masalah 

hukum yang muncul sebagai hasil dari penggunaan 

 
32 Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, “Use Of 

Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research” 2, 

no. 2 (2023): 114–123. 
33 Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, “Nurhayati, Y., Ifrani, 

I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam 

Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1-20.,” 

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021): 1–20. 
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termiologi "Ibu Kota Politik", khususnya yang 

berkaitan dengan keselarasan dengan terminologi 

“Ibu Kota Negara” serta pemenuhan prinsip 

kepastian hukum dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Analisis dilakukan melalui 

penelaahan terhadap bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier guna 

memperoleh argumentasi hukum yang sistematis 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

akademis. Dengan demikian, metode penelitian 

yuridis normatif dipandang paling sesuai untuk 

menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan 

terminologi "Ibu Kota Politik" dalam sistem 

peraturan perundang-undangan serta 

pemenuhannya terhadap prinsip kepastian 

hukum.34 

 

2.  Pendekatan Penelitian 

1) Pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) atau pendekatan yuridis adalah 

metode penelitian yang menitikberatkan 

analisis pada berbagai produk hukum sebagai 

objek utama kajian, terutama ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang memiliki 

keterkaitan langsung dengan permasalahan 

yang menjadi fokus penelitian.35 Pendekatan ini 

dilaksanakan melalui penelaahan yang 

terstruktur dan komprehensif terhadap berbagai 

peraturan perundang-undangan serta kebijakan 

 
34 Titik Triwula Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, ed. Harsono 

(Jakarta: Prestasi pustka, 2006). 
35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: ridaya 

laodengkowe, 2010). 
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yang memiliki relevansi dengan permasalahan 

yang menjadi objek kajian.. Melalui penelaahan 

itu, penulis dapat mengidentifikasi, 

membandingkan, dan mengevaluasi tingkat 

harmonisasi, konsistensi, serta keselarasan 

antar terminologi peraturan yang menjadi fokus 

pembahasan. Pendekatan ini untuk mengkaji 

UU No. 3 Tahun 2022 dan Perpres No. 79 

Tahun 2025 dalam kerangka hierarki peraturan 

perundang-undangan. 

2) Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

merupakan metode penelitian yang bertumpu 

pada konstruksi pemikiran, doktrin, serta 

pandangan para sarjana hukum yang 

berkembang dalam ranah keilmuan hukum 

sebagai dasar pembentukan kerangka analisis., 

guna membangun kerangka teoritis dan 

memperjelas konsep-konsep yang digunakan 

dalam analisis.36 Pendekatan ini dimanfaatkan 

untuk menelaah secara mendalam makna, 

definisi, serta asas-asas hukum yang berkaitan 

dengan objek kajian, sehingga dapat dijadikan 

pijakan teoretis dalam merumuskan analisis dan 

menjawab isu yang diteliti secara sistematis.  

 

3.  Sumber Bahan Hukum 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan 

sumber hukum yang mempunyai daya ikat serta 

kekuatan otoritatif karena dikeluarkan oleh 

 
36 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum 

Normatif, Cet III (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). 
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lembaga yang secara konstitusional berwenang 

membentuk dan menetapkan norma. Sumber 

ini mencakup berbagai jenis peraturan 

perundang-undangan, termasuk dokumen resmi 

maupun risalah yang mendokumentasikan 

proses pembentukan suatu regulasi sebagai 

bagian dari rekam jejak legislasi, putusan 

lembaga peradilan, serta beragam keputusan 

yang diterbitkan oleh pemerintah maupun 

institusi lain yang memiliki otoritas hukum.37 

Bahan hukum primer tersebut diantaranya: 

a. Undang – Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 

b. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang 

Undangan 

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Ibu Kota Nusantara 

d. Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2025 

tentang Pemutakhiran Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2025 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah sumber 

yang diperoleh melalui penelusuran literatur 

dan berfungsi sebagai pendukung sekaligus 

sarana interpretasi terhadap bahan hukum 

primer dalam proses analisis hukum. Bahan 

hukum sekunder terdiri dari buku teks, risalah 

amandemen Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, jurnal, 

 
37 Djulaeka dan Devi Rahayu, Metode Penelitian Hukum 

(Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). 
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pendapat ahli hukum, artikel, dan dokumen 

yang berkaitan dengan subjek penelitian 

hukum.38  

4.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penelitian ini memakai metode penelusuran 

kepustakaan (library research) dalam proses 

pengumpulan data yuridis. Tahapan ini 

dilaksanakan melalui penelusuran, 

pengelompokan, dan pembacaan kritis terhadap 

berbagai dokumen hukum primer, sekunder, serta 

tersier yang berkorelasi langsung dengan objek 

penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah 

dihimpun selanjutnya diolah melalui analisis 

kualitatif dengan menyusun pemaparan deskriptif 

yang bertumpu pada kajian literatur, baik berupa 

buku, artikel jurnal ilmiah, maupun sumber 

elektronik yang memiliki relevansi dan kredibilitas 

akademik. Proses tersebut dilakukan dengan 

menyesuaikan bahan hukum yang digunakan 

dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat 

mendukung analisis dan pembahasan secara 

komprehensif.39  

5.  Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis yang diterapkan dalam 

studi ini menggunakan pendekatan preskriptif 

dengan logika deduktif yakni dengan mendasarkan 

analisis pada ketentuan yang bersifat umum, 

 
38 Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, 

“Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi 

Permasalahan Hukum,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 

(2019): 145–160. 
39 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: 

Mandar Maju, 2008). 



36 
 

 

berupa teori dan norma hukum yang berlaku, 

kemudian menghubungkannya dengan fakta atau 

permasalahan hukum yang menjadi objek 

penelitian sehingga diperoleh kesimpulan yang 

logis dan sistematis. Teknik ini untuk mengkaji isu 

konsistensi terminologi “Ibu Kota Politik” dalam 

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 terhadap 

norma “Ibu Kota Negara” dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2022.40 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam membahas dan menganalisa tentang 

“Implikasi Yuridis Perbedaan Pengaturan Pemindahan 

Ibu Kota Negara Antara Uu No. 3 Tahun 2022 Dan 

Perpres No. 79 Tahun 2025”. Agar penyusunan skripsi 

ini berlangsung secara terstruktur dan runtut, penulis 

menerapkan sistematika penulisan yang disusun secara 

sistematis sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, berisi : Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat 

Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian 

Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI, berisi teori dan konsep 

yang digunakan untuk menganalisa 

permasalahan yaitu Teori Hierarki Norma dan 

Teori Kepastian Hukum 

BAB III HASIL PENELITIAN, berisi tentang analisis 

keselarasan terminologi "Ibu Kota Politik" 

dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 

 
40 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana 

Prenada Media, 2005). 
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2025 terhadap terminologi "Ibu Kota Negara" 

dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 

BAB IV PEMBAHASAN, berisi tentang Penggunaan 

Terminologi "Ibu Kota Politik" Dalam 

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 

Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum 

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan 

saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, Peraturan Presiden 

Nomor 79 Tahun 2025 secara formal berkedudukan 

sebagai regeling karena merupakan peraturan 

perundang-undangan, sedangkan secara material 

memiliki karakter planning karena memuat 

perencanaan pembangunan dan arah kebijakan untuk 

mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota 

politik pada tahun 2028. Berdasarkan lima parameter 

keselarasan, yaitu kejelasan makna, konsistensi 

terminologi, kepastian referen, kemampuan menjadi 

pedoman, dan hubungan normatif antara undang-

undang dan peraturan presiden, penggunaan istilah 

“Ibu Kota Politik” dapat dinilai selaras dengan konsep 

“Ibu Kota Negara” dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2022 sepanjang dipahami sebagai arah 

kebijakan pembangunan, bukan sebagai penggantian 

status hukum Ibu Kota Negara. Meskipun demikian, 

diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai 

pengertian, kedudukan, fungsi, ruang lingkup, dan 

konsekuensi hukum “Ibu Kota Politik” agar hubungan 

kedua terminologi tersebut tidak menimbulkan 

perbedaan penafsiran. 

Ditinjau dari perspektif kepastian hukum 

Utrecht, penggunaan istilah “Ibu Kota Politik” belum 

sepenuhnya memenuhi indikator aturan yang bersifat 

umum dan perlindungan terhadap kesewenang-

wenangan pemerintah. Istilah tersebut merupakan 

terminologi baru dalam konteks pengaturan Ibu Kota 

Nusantara yang belum disertai batas konseptual dan 
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pedoman normatif yang memadai bagi masyarakat 

maupun penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, 

pemerintah, khususnya Presiden dalam pembentukan 

peraturan, perlu memastikan bahwa setiap terminologi 

memiliki makna dan batas penggunaan yang jelas 

sehingga pelaksanaan kewenangan tidak bergantung 

pada penafsiran sepihak. Penegasan terminologi “Ibu 

Kota Politik” melalui pengaturan yang jelas diperlukan 

untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus 

mencegah terbukanya ruang pelaksanaan kewenangan 

secara sewenang-wenang. 

 

B. Saran 

1.  Saran Teoretis 

Teori hierarki norma Hans Kelsen memiliki 

keterbatasan karena lebih berfokus pada kedudukan 

dan hubungan antarnorma dalam sistem hukum, 

sehingga belum secara khusus memberikan parameter 

operasional untuk menilai kejelasan makna, 

konsistensi, dan batasan penggunaan suatu terminologi 

hukum. Sementara itu, teori kepastian hukum Utrecht 

menekankan pentingnya kejelasan aturan sebagai 

pedoman bagi masyarakat dan upaya mencegah 

kesewenang-wenangan pemerintah, tetapi belum 

secara terperinci menjelaskan aspek teknis perumusan 

terminologi hukum maupun landasan filosofis yang 

dapat digunakan untuk memperkuat penilaian terhadap 

kejelasan suatu norma.  

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, 

penelitian ini mengonfigurasi teori hierarki norma 

Hans Kelsen melalui lima parameter keselarasan, yaitu 

kesesuaian norma yang lebih tinggi, konsistensi 

terminologi, kepastian referen, kemampuan menjadi 
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pedoman, dan Kesesuaian dengan konsep hukum yang 

berkembang dalam sistem hukum nasional. Kelima 

parameter tersebut dirumuskan berdasarkan hasil 

analisis penelitian asas hukum, peraturan perundang 

undangan terkait, dan fungsi dari peraturan Presiden. 

Di sisi lain Teori kepastian hukum Utrecht guna 

memperkuat argumen konsistensi redaksional melalui 

Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 

(seperti catatan sidang tahun 2001 mengenai 

pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan istilah 

agar tidak melahirkan dualisme tafsir). Melalui risalah 

ini, penulis berhasil menarik benang merah bahwa 

ketidakkonsistenan nomenklatur antara undang-

undang Ibu Kota Negara dan peraturan pelaksana Ibu 

Kota Politik secara sosiologis-historis menyalahi 

prinsip kejelasan redaksional yang diamanatkan oleh 

para pembentuk undang-undang. 

2.  Saran Lembaga Negara 

Lembaga Negara khususnya Lembaga 

Legislatif dan Eksekutif diharapkan memberikan 

kejelasan normatif mengenai makna, kedudukan, 

fungsi, dan batasan terminologi “Ibu Kota Politik” 

dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 agar 

selaras dengan terminologi “Ibu Kota Negara” dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, sehingga 

tercipta kepastian hukum dan pembatasan ruang 

penafsiran dalam pelaksanaan kebijakan pemindahan 

ibu kota.
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